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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
tidak  dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titk di 
bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د Dal d de 
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r er 
ز Zai z zet 
ش Sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di 
bawah)  
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف Fa f ef 
ق Qaf q qi 
ك Kaf k ka 
ل Lam l el 
و mim m em 
 
 
xi 
 
ٌ nun n en 
و wau w we 
ِ Ha h ha 
ء hamzah , apostof 
ً Ya y ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata   n i   i    a n a  an a  i   i  an a 
a a  n   i a ia       a   i   n a  a a   i a  i   a a  i   i    n an  an a       
 
1. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
َ ا 
kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥah  an  ā‟ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
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Contoh:  
ََفَْ َك : kaifa 
ََهَْوَََل  : haula 
 
2. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Contoh:  
ََتَاَي : māta 
يَيَر : ramā 
ََمَْ ِل : qila 
َُتْو ًُ ٍَ : yamūtu 
 
 
3. Tā’Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
.....َ|ََاََى.  
fatḥah dan alif 
a a   ā‟ 
ā a dan garis di atas 
ى kasrah  an  ā‟ I i dan garis di atas 
وى ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
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Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
َِلَافَْطلأْاَُةَضْوَر : raudah al- at fāl 
ََُةهِضََافَْناََُةٍُْ َِد ًَ َْنا : al-madinah al-fādilah 
َُة ًَ ْكِحَْنا  : al-hikmah 
 
4. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(  ّىِى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
َا َُّبَر  : rabbanā 
َاَُْ ََّج   : najjainā 
َِك َّحَْنا  : al-haqq 
ََى ُِّعَ  : nu”ima 
 َوُدَع  : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrahَ
, maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi i. 
Contoh: 
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َِِّيهَع  : „A i     an „A i   a a  „A    
َِِّيبََرَع  : „A a i     an „A a i   a a  „A a     
 
5. KataَSandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
َُص ًْ َّشَنا  : al-syams (bukan asy-syam) 
ََُةنَسْن َّسَنا  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ََُةفَسَْهفَْنا  : al-falsalah 
َُدَََلَبَْنا  : al-bilād 
 
6. Hamzah 
A   an   an  i   a i        a  a    n a i a              an a     a    a i 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
َ ٌَ ْوُرُْيَأت   : ta’murūṭn 
َُعْوََُّنا  : al-nau’ 
 َء ٌْ َش  : syai’ 
َُتْرُِيأ  : umirtu 
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7. PenulisanَKataَArabَyangَLazimَdigunakanَdalamَBahasaَIndonesia 
Kata,  istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Q  ‟an   a i al-
Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
Contoh:  
Fi Zilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
Adapun tā’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t]. contoh: 
 َِاللَِة ًَ ْحَرَ ٌْ ِفَُْىه : hum fi rahmatillāh 
 
8. Lafẓalَ-َJalālahَ(الل) 
Ka a “A  a ”  an   i a    i  a  i          i       jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālahditransliterasi dengan huruf [t]. 
َِاللَ ٍُ ٍْ ِد  : dįnullāh 
َِاللَِة ًَ ْحَرَ ٌْ ِفَُْىه : hum fi rahmatillāh 
  
 
 
 xvi 
 
9.  HurufَKapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
 Contoh: 
 Wa mā Muhammadun illā rasul 
 Inna awwala baitin wudi’a linnāsi Iallazi bi Bakkata mubārakatan 
 Syahru Ramadān al-lazi unzila fiih al-Qur’ān 
 Nasir al-Din al-Tusi  
 Abu Nasr al-Farabi 
 Al-Ga ā i 
 Al-Munqiz min al-Da ā  
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ABSTRAK 
Nama : Abdul Jalil 
Nim : 10200114040 
Judul : Efektivitas Pengolahan Sampah Di Pulau Kodingareng Kec Sangkarrang Kota 
Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan  Islam) 
Penelitian ini berfokus pada Pengolahan sampah dikota Makassar, dengan pokok masalah 
adalah Bagaimana Efektivitas Pengolahan Sampah Di Pulau Kodingareng Kec Sangkarrang Kota 
Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan  Islam). Kemudian dijabarkan ke beberapa sub masalah 
yaitu: 1) Bagaimana konsep pengelohan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Pulau 
Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar? 2) Bagaimana dampak yang dilakukan oleh 
masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar? 3) 
Bagaimana tatakelola persampahan pada pemerintahan Persfektif Ketatanegaraan Islam di Pulau 
Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar? 
Agar tercapai tujuan dari penelitian maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan 
(Field Researc) kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan 
yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer berupa 
wawancara, dan data sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur dari berbagai sumber lainnya 
yang dapat memperkuat pelaksanaan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tekhnik pengolahan data 
berupa Editing data, Coding, identifikasi data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsep pengelohan sampah dipulau 
kodingareng kecamatan kepulauan sangkarrang kota makassar pada umumnya dengan 
menggunakan bank sampah berkat bantuan pemerintah setempat. Namun bak sampah tidak 
efektif di pulau kodingareng dikarenakan  hanya berjalan kurung waktu lima bulan saja salah 
satunya di sebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri di tambah lagi tidak 
ketidak pahaman, rendahnya kesadaran dan malasnya masyarakat dalam mengelola sampahnya 
selain itu susahnya sampah di bawah menyeberang ke kota makassar. 2) Dampak pengolahan 
sampah yang dilakukan oleh masyarakat pulau kodingareng antara lain kurangnya pemahaman  
pemerintah mengenai pengolahan sampah yang  berakibat banyaknya masyarakat pulau yang 
terjangkit penyakit dan tingkat ekonomi yang menurun karena kondisi air yang tercemar bahkan 
yang paling berdampak bagi masyarakat pulau kodingareng yaitu rusaknya terumbu karang dan 
populasi ikan yang ada di sekitaran pulau Kodingareng. 3) Tata kelola persampahan dalam 
ketatanegaraan Islam menjadi persoalan yang serius di pulau kodingareng karna kurangnya  
kesadaran masyarakat serta partisipasi langsung dari pemerintah dan kesadaran bahwa hidup 
sehat itu bagian dari iman dan harus berlandaskan sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. 
Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah perlu melakukan sosialisasi atas 
pentingnya pengolahan sampah yang berkibat pada peraturan daerah yang berlaku agar 
masyarakat mengerti bahwa buang sampah di laut bukan solusi yang tepat untuk mengurangi 
volume sampah dan pentingnya hidup sehat serta merawat lingkungan dengan baik menuju 
makassar kota dunia. Pemerintah harus menyediakan alat pembuatan pupuk kompos takakura, 
dan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat, serta perlunya meninjau kembali kebijakan atau 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Sampah khususnya yang ada di 
Pulau Kodingareng. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, 
untuk mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagian dunia dan akhirat. 
Salah satu penunjang kebahagian tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, 
sehingga kita dapat beribadah dengan baik kepada Allah. Agama Islam sangat 
mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) dan menempatkannya sebagai kenikmatan 
kedua setelah iman.
1
 Manusia dan lingkungan hidup saling berinteraksi dan memiliki 
sifat saling kebergantungan, sehingga menjaga kesehatan lingkungan sangatlah 
penting. Setiap tindakan manusia akan berpengaruh terhadap lingkungan begitu juga 
sebaliknya, kehidupan manusia tidak dapat berdiri sendiri dari lingkungannya.
2
  
Lingkungan hidup tempat kita untuk tetap bisa melakukan aktivitas sehari- 
hari, dimana semua hal secara keseluruhan melibatkan manusia dan makhluk hidup 
lain didalamnya. sehinggah perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup 
dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Otto Soemarwoto  berpendapat 
bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup 
bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya. Manusia bersama tumbuhan, 
hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, 
dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas 
                                                           
1Andi Susilawaty,  Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan (Cet. I: Makassar: Alauddin Pres, 
2014), h. 28  
2A’an efendi, Hukum Lingkungan (Cet. I: Bandung; Pt. Citra aditya Bakti, 2014), h.1  
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bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang di 
tempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup yang disebut lingkungan 
hidup.
3
 
Permasalahan lingkungan yang kita alami sekarang adalah masalah 
kelangsungan hidup yang sehat, serasi dengan alam dan kelanjutan hidup dari 
generasi ke generasi. Pada kenyataannya derap laju pembangunan sepertinya tidak 
dapat melepaskan diri dari pencemaran dan pengrusakan lingkungan, sehingga bumi 
semakin menurun daya dukungnya. Kegiatan ekonomi yang tidak berwawasan 
lingkungan telah nyata-nyata menurunkan kualitas lingkungan dan kualitas umat 
manusia.
4
 
Krisis lingkungan yang terjadi saat ini telah sampai pada tahap yang serius 
dan mengancam keberadaan  bumi dimana manusia, hewan dan tumbuhan bertempat 
tinggal serta  melanjutkan kehidupannya. Manusia modern saat ini tidak menyadari 
sedang  melakukan perusakan secara perlahan yang  pasti terhadap sistem lingkungan 
yang membantu  kehidupannya. Kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini  baik 
secara global maupun dalam skala lokal  sudah semakin parah. 
5
 
Kesehatan lingkungan adalah  hak asasi manusia dan salah satu unsur 
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 
sebagaimana dijelaskan  dalam pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945. Kesehatan lingkungan diselenggarakan guna  mewujudkan, 
memelihara serta  meninggkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
                                                           
3Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional (Cet. III: Jakarta: 
Rajawali Pers, 2016), h. 1-2. 
4Andi Susilawaty, Dasar-Dasar Kesehatan Lingkunga, h. 29  
5Andi Susilawaty. Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan,  h. 143 
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tingginya di laksanakan berdasarkan pada  prinsip Nondiskriminatif, partisipatif, dan 
berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta 
peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.  
Berkaitan hal tersebut kesehatan lingkungan dilakukan melalui peningkatan 
sanitasi lingkungan, baik yang menyangkut tempat maupun terhadap bentuk atau 
wujud subtantifnya yang berupa fisik, kimia atau biologis termasuk perubahan 
perilaku keadaan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. 
Pada hakikatnya tingkat dan derajat kesejahteraan manusia sangat dipengaruhi oleh 
lingkungan dan banyak penyakit dapat bermunculan dan dipengerahui  oleh faktor-
faktor lainnya. Hal ini di sebabkan karena manusia memerlukan potensi dan daya 
dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelansungan hidupnya baik itu udara, air, 
makanan, sandang, pangan dan seluruh kebetuhan manusia harus di ambil dari 
lingkungan hidupnya.
6
 
Pertumbuhan penduduk kota yang pesat  serta banyaknya  kegiatan 
pembangunan diberbagai sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah 
perkotaan diantaranya urbanisasi, permukiman kumuh, persampahan dan sebagainya. 
Salah satu permasalahan yang hampir dialami  di seluruh kota di Indonesia adalah 
persampahan. Penanganan sampah yang selama ini dilakukan belum sampai pada 
tahap memikirkan proses daur ulang atau menggunakan ulang sampah tersebut, 
penanganan sampah yang selama ini dilakukan hanya mengangkutnya dari tempat 
sampah di permukiman kota dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah 
akhir, membakarnya atau membuangnya kelaut. Cara seperti ini kurang bisa 
                                                           
6Masrudi Muchtar, Hukum Kesehatan Lingkungan( Cet.I; Yogyakarta Pustaka Baru 
Press,2016 ), h.17-18. 
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mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan pencemaran 
lingkungan. 
Berbagai masalah lingkungan akan muncul dari penanganan sampah yang 
tidak adekuat. Sampah yang dibuang ke saluran air akan menyumbat kesaluran dan 
akan menimbulkan banjir. Selain itu pembakaran sampah juga akan menyebabkan 
polusi udara.
7
 Sampah dan limbah merupakan sisa dari proses pengubahan energy 
yang tidak bisa sempurna karena tidak ada sistem pengubahan energy secara efisien, 
artinya selalu ada sisa atau disebut entropy. Berdasarkan sumber jenisnya, sampah 
dapat dibagi kedalam enam jenis yaitu sampah alam, manusia, konsumsi, nuklir, 
industry, serta sampah  pertambangan. Sementara berdasarkan sifatnya terdiri sampah 
organik dan sampah anorganik.
8
 
Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sampah  bagi kesehatan dan 
lingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan terpadu 
yang diatur oleh pemerintah bersama masyarakat. Dengan pengelolaan sampah secara 
mandiri dengan baik dapat menjadi sarana untuk mengurangi dampak buruk dari 
sampah. Namun pada dasarnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan 
serta pengolahan sampah masih sangat rendah. Sehingga dibutuhkan peran 
pemerintah dan kerjasama masyarakat. 
Kota Makassar sebagai kota pemerintahan yang menjadi pusat  perdagangan, 
pelayanan jasa serta kota pendidikan sangat sulit untuk menanggulangi masalah 
sampah. Masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Kota Makassar dalam 
upaya menjadi kota yang “bersinar” adalah persampahan. 
                                                           
7Andi Susilawaty,  Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan.h.75 
8Masrudi Muchtar, Hukum Kesehatan Lingkungan( Cet.I; Yogyakarta Pustaka Baru 
Press,2016 ), h.19. 
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Berkaitan dengan hal ini, Salah satu permasalahan lingkungan di Kota 
Makassar tepatnya di Pulau Kodingareng yaitu sampah. Produksi sampah di pulau 
setiap harinya semakin meningkat mengakibatkan sampah yang dihasilkan di buang 
ke laut. Sehingga hal itulah yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini, 
yaitu untuk mengetahui gambaran pembuangan sampah, dampak pembuangan 
sampah di Laut dan penentuan lokasi TPA sampah. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusun tertarik melakukan 
penelitian yang berjudul “Efektifitas Pengelohan Sampah di Pulau Kodingareng 
Kecamatan Sangkarang Kota Makassar (Telaah Ketatanegaraan Islam).” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini penulis perlu membatasi fokus penelitian dan deskripsi  
fokus untuk menjaga agar penelitian ini tetap terarah. Adapun fokus penelitian dan 
deskrifsi focus tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini adalah Efektifitas Pengelolahan Sampah di Pulau 
Kodingareng Kecamatan Sangkarang Kota Makassaar (Telaah atas Ketatanegaraan 
Islam). 
2. Deskripsi Fokus 
a. Efektifitas  
b. Undang-Undang  
c. Pengelolahan sampah 
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Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Efektifitas 
Ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, 
kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar 
persentase target yang dicapai, makin tinggi 
efektifitasnya. 
Undang-Undang 
Hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif yang 
berfungsi sebagai otoritas untuk mengatur, menghukum, 
dan membatasi sesuatu. 
 
PengelolahanSampah 
Pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, 
atau pembuangan dari material sampah. 
C. Rumusan Masalah 
Seiring dengan perkembangan kota Makassar di Pulau Kodingareng Kec. 
Sangkarang, telah meningkatkan jumlah penduduk, aktifitas perekonomian dan sifat-
sifat kekotaannya, maka berdampak pula pada meningkatnya jumlah sampah yang 
dihasilkan. Sehingga kebanyakan masyarakat menanggulangi permasalahan sampah, 
dengan cara membuangnya kelaut. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam 
penelitian ini yaitu “Bagaimana Efektifitas Pengelolahan sampah di Pulau 
Kodingareng Kec. Sangkarang kota Makassar (Telaah atas ketatanegaraan 
Islam)?” 
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Berdasarkan pokok masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana konsep pengelohan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Pulau 
Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar ? 
2. Bagaimana dampak yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengelolaan 
sampah di Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar? 
3. Bagaimana tatakelola persampahan pada pemerintahan Persfektif 
Ketatanegaraan Islam di Pulau Kodingareng Kec. Sangkarang Kota 
Makassar? 
D. Kajian Pustaka 
Judul yang penulis akan teliti belum pernah diteliti orang lain sebelumnya. 
Karya ilmiah ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di Pulau Kodingareng 
Kec.Sangkarang Kota Makassar. Adapun penelitian sebelumnya yang dianggap 
relevan dengan penelitian diantaranya : 
Pertama, Ashabul Kahfi dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan terhadap 
pengelolaan sampah” pada tahun 2017. Dalam jurnal ini membahas terkait paradigma 
masyarakat terhadap pengelolaan sampah hingga terakait keberadaan aturan terkait 
pengelolaan sampah. Adanya permasalahan sampah yang terjadi saat ini tidak 
terlepas dari perilaku masyarakat sebagai penghasil sampah maupun lemahnya aturan 
terkait hal tersebut. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak warga 
masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga 
dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpangnya, dan membuang sampah 
pada tempatnya, sementara kelemahan aturan dan kordinasi antar lembaga disinyalir 
8 
 
ikut memberi andil terhadap permasalahan tersebut. Menjawab persoalan 
persampahan tersebut, maka dibuatlah berbagai opsi, berupa konsep-konsep 
pengolahan sampah, yang penekanannya terletak pada perubahan paradigma 
masyarakat  secara umum dalam memandang sampah, disamping memperkenalkan 
berbagai model pengelolaan dan penanganan sampah yang dimulai dari rumah tangga 
sampai pada TPA dan akhirnya diperkuat melalui instrument-instrumen hukum. 
Kedua buku Syamsul Bahri dengan buku berjudul, “Humanisasi Lingkungan”. 
dalam pembahasan buku ini yang lebih menyentuh dari segi keagaaman dan beberapa 
pandangan seolah menginginkan kita sebagai manusia untuk sama-sama menjaga dan 
memelihara lingkungan tempat kita meneruskan hidup. Penulis juga membawa 
nuansa Islam kedalam hukum penjagaan bagaimana Islam juga menjadi salah satu hal 
yang mengedepankan kesehatan yang artinya harus selalu menjaga lingkungan agar 
tetap sehat, dari judul bukunya penulis meminta agar kita sebagai makluk bumi 
menumbuhkan rasa kemanusiaan terhadap lingkungan.  
Ketiga A’an Efendi, dalam karya ilmiahnya yang berjudul, “Hukum 
lingkungan”. Membahas seputar tentang instrumen ekonomi dalam pengelolaan 
lingkungan di Indonesia dan perbadiangan dengan negara-negara lain. Dalam buku 
ini, penulis menyajikan banyak pendapat dari para ahli hukum lingkungan yang 
menyajikan berbagai pandangan mengenai lingkungan dan ekonomi itu berperan 
penting dalam pembangunan dunia menuju arah globalisasi. Yang menjadi fokus 
penulis berbeda dengan isi buku ini namun cukup menjadikan referensi untuk 
merujuk permalasalah hukum yang melatar belakangi ekonomi dibeberapa negara 
sebagai perbandingan. 
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 Keempat, Muhamaad Akib, dalam bukunya berjudul “Hukum Lingkungan 
Perspektif Global dan Nasional”. Membahas mengenai pembuatan dan penerbitan 
ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, 
maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau 
harus berdasarkan pada asas legalitas. Hal ini memfokuskan bahwa tanpa dasar 
wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Dalam bab per bab buku ini 
menyajikan mengenai konsep lingkungan dari tampung seputar permasalahan 
lingkungan, kebijakan lingkungan, hukum dan perundang-undangnya serta di bab 
terkhir penulis buku ini membahas ruang lingkup, dan tujuan  dari penegakan hukum 
lingkungan itu sendiri. 
Kelima, Masrudi Munchtar. Dkk, dalam bukunya  yang berjudul “Hukum 
kesehatan Lingkungan”. Membahas mengenai kesehatan lingkungan, hukum-hukum 
lingkungan, perlindungan, pencemaran dan pengelolaan lingkungan. Dalam buku  ini 
dibagi kedalam 8 (delapan) bab yang membahas tentang kesehatan lingkungan serta 
cara mengelolanya dan diberikan penunjang hukum. Buku ini juga menjelaskan 
contoh-contoh konkret dari pencemaran lingkungan yang ada di Indonesia dan 
melakukan pembahasan akan masalah tersebut. Pada bab terakhir buku ini membahas 
tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) itu sendiri yang 
mengarah kepada instrumen pencegahan, penataan, dan pengendali berbagai 
persoalan lingkungan. Dizaman ini perkembangan industri zaman globalisasi ini 
memang membawa banyak keuntungan bagi kehidupan akan tetapi tanpa disadari 
industri juga membawa dampak buruk bagi lingkungan hidup kita. Kata pencemaran 
lingkungan mungkin sudah sering didengar oleh kita dan sudah menjadi masalah 
global yang sangat memprihatinkan. 
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 Keenam, Andi Susilawaty dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar 
Kesehatan Lingkungan” dalam buku ini yang terdiri dari 10 (sepuluh) bab. Di mana 
dibab pertama beliau mengembalikan ruang lingkup kesehatan itu pada Al-Qur’an 
dan Al-Hadits berdasarkan konsep ajaran Islam itu sendiri. Dalam bukunya beliau 
membahas bahwa permasalahan yanga kita hadapi sekarang ini adalah kelangsungan 
hidup sehat dan bersih. Padahal Islam sendiri meminta kita dengan tegas untuk 
memelihara alam dan ekosistemnya.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi 
tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui konsep pengelolaan sampah yang dilakukan oleh 
masyarakat Pulau Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar. 
b. Untuk mengetahui dampak yang dilakukan oleh masyarakat terhadap 
pengelolaan sampah di Pulau Kodingareng Kec Sangkarang Kota Makassar. 
c. Untuk mengetahui tata kelola persampahan pada pemerintahan di Pulau 
Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar 
2. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kegunaan sebagai berikut: 
a. Kegunaan teoritis  
Hasil penelitian ini menjadi sumbangan yang berguna bagi pengetahuan 
hukum khususnya, serta menambah jumlah penelitian empiris dibidang hukum 
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tatanegara dan hukum administrasi Negara.  Khususnya kajian terhadap Efektifitas 
pengolahan sampah di Pulau Kodingareng Kec.Sangkarang Kota Makassar (Telaah 
Ketatanegaraan Islam). 
b. Secara Praktis 
1) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. 
2) Hasil dari penelitian ini dapat juga digunakan oleh penegak hukum sebagai 
bahan literature atau referensi dalam penegakan hukum. 
3) Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya 
ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk menerapkan dan 
memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima dalam perkuliahan. 
Dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait 
dengan Efektifitas Pengelohan Sampah di Pulau Kodingareng Kecamatan Sangkarang 
Kota Makassar (Telaah Ketatanegaraan Islam).  
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Kebersihan dan  Efektifitas Peraturan Daerah 
1. Pengertian Tentang Kebersihan 
Proses interaksi manusia dengan lingkungannya merupakan hubungan sosial  
yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu di lahirkan sampai ia meninggal dunia. 
Hal ini disebabkan karena manusia membutuhkan  potensi dan daya dukung dari 
unsur-unsur lingkungan demi  kelangsungan Hidupnya. Udara, air, makanan, sadang, 
papan dan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungan hidupnya. 
Kualitas lingkungan hidup yang sehat adalah keadaan lingkungan yang terhindar dari 
lingkungan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, melalui 
pemukiman antara lain rumah tinggal dan asrama atau sejenisnya melalui lingkungan 
kerja antara perkantoran dan kawasan industri dan sejenisnya.
1
  
Untuk itu manusia diwajibkan untuk selalu menjaga kesehatan lingkungannya. 
Karena Kebersihan lingkungan merupakan sesuatu yang tidak dapat dijauhkan dari 
kehidupan manusia dan merupakan unsur yang pasti atau tetap dalam ilmu kesehatan 
dan pencegahannya. Kebersihan lingkungan itu sendiri menciptakan sebuah 
lingkungan yang sehat sehingga tidak gampang terserang atau terkena berbagai 
macam penyakit yang kapan saja bisa menyerang kita, seperti demam berdarah, 
muntaber dan dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan 
menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman. Kebersihan lingkungan 
meliputi kebersihan tempat tinggal, sekolah, tempat bekerja, dan berbagai sarana 
                                                           
1Masrudi Muchtar,  Hukum Kesehatan Lingkungan, h. 18. 
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umum lainnya. Kebersihan merupakan bagian dari satu tanda dari keadaan higenis  
atau jauh dari kotor baik dalam diri sendiri, lingkungan keluarga maupun lingkungan 
sekitar.  
 Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat 
dan tidak membawa penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain, oleh  karena itu 
kita harus bias menjaga kebersihan. Tidak sulit menjaga kebersihan lingkungan, ada 
banyak cara yag dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan misalnya 
dengan membuang sampah pada tempatnya, selalu membersihkan selokan air, 
memisahkan sampah kering dan sampah basah, rajin menyapu halaman rumah, 
mendaur ulang barang yang tidak terpakai dan sebagainya.
2
 
 Jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan maka lingkungan tidak sehat 
dan dapat mengganggu kegiatan sehari-hari, serta dapat menyebabkan penyakit yang 
mengganggu masyarakat. Proses intersaksi manusia dengan lingkungan hidupnya 
merupakan sesuatu yang wajar sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal 
dunia. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan potensi dan daya dukung 
unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Udara, air, makanan, sandang, 
papan, dan seluruh kebutuhan manusia harus di ambil dari lingkungan hidupnya.
3
  
Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup 
masyarakat telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman 
karakteristik sampah. Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis 
bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatkan usaha atau kegiatan penunjang 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap 
                                                           
2http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.com/2013/12/kebersihan-dan-kesehatan-
lingkungan.html?m=1 
3Masrudi Muchtar, Hukum Kesehatan Lingkungan, h. 20  
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kuatitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Setiap hari, masyarakat menghasilkan 
ribuan macam sampah, sehingga jika sampah-sampah tersebut tidak segera diatasi 
secara serius maka masyarakat akan semakin resah terhadap kondisi sosial yang 
terjadi di lingkungannya. 
 Dalam hubungan ummat beragama dan masyarakat sekitar di perlukan dalam 
hal menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat. Kondisi bersih ini 
akan mendukung kenyamanan dan ketentraman seseorang, sebaliknya tempat yang 
kotor akan menjadikan kondisi yang suram, tidak enak, dan sangat menjengkelkan. 
Renungkanlah sebuah hadist Rasulullah Saw yang maksudnya ”Islam itu bersih maka 
hendaklah kamu suka membersihkan diri kamu, tidak akan masuk syurga kecuali 
orang orang yang bersih” (HR.Dailami).4 
2. Pengertian Efektifitas 
 Efektivitas adalah sebuah Komunikasi yang tujuanya  direncanakan sesuai 
dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang 
ditentukan. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa indikator efektivitas dalam arti 
tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya  merupakan sebuah 
pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan. Berbeda dengan Susanto yang memberikan pengertian bahwa 
efektifitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan 
pesan-pesan untuk mempengaruhi.
5
 Sebagaimana dikemukakan oleh Susanto 
tersebut, bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah 
direncanakan sebelumnya secara matang. 
                                                           
4http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.com/2013/12/kebersihan-dan-kesehatan lingkungan.html? 
m=1 (diakses pada 29 januari 2018) 
5http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf (diakses pada 1 Februari 2018) 
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Memperhatikan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa efektivitas 
merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam 
mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki 
walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering 
dicampur adukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang 
dilakukan secara efisien belum tentu efektif. 
Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang 
dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian 
tujuan yang ditentukan pangaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian 
dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang 
diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih 
awal. Guna mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut; 
rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi 
tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita 
kesusilaan. Di samping itu melalui kekuasaan yang di berikan penuh dan luas  kepada 
pemerintah daerah, dalam lingkungan yang strategis geologis dan globalisasi, 
pemerintah daerah sangat diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan tidak 
lupa memperhatikan prinsip demokrasi sistem pemerintahan yang merata, keadilan, 
keistimewaan, serta kekhususan potensi keanekaragaman budaya daerah dalam sistem 
negara kesatuan republik indonesia.
6
 
 
 
                                                           
6Undang-undang otonomi daerah, Cet: I (ttp : Pustaka buana, 2015),h.  251  
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3. Pengertian dan Fungsi Peraturan Daerah 
Peraturan daerah  merupakan  peraturan yang di buat oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Kepala Daerah yang hasilnya berupa peraturan per undang-
undangan.
7
 perda mempunyai fungsi yaitu 
a. Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan sebagaimana amanat UUD negara Kesatuan RI dan peraturan per 
undang-undangan di bidang pemerintahan Daerah 
b. Penampung khusus dan keberagaman daerah, serta penyalur aspirasi 
masyarakat di daerah, namun pengaturannya tetap dalam kerangka negara 
kesatuan RI yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan RI 
c. Alat pembangunan dalam meningkatkan kesetaraan daerah 
d. Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tingi 
oleh karena itu agar tidak tumpang tindih antara perda dengan yang lebih 
tinggi perlu memperhatikan aspek-aspeknya.  
1) Aspek kewenangan yang secara tegas dipersyaratkan dalam kesatuan pasal 1 
ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan 
peraturan Perundang-undangan 
2) Aspek keterbukaan adalah setiap pembentukan perda diperlukan adanya 
keterbukaan bagi masyarakat, baik itu akademisi maupun praktisi untuk 
berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan dan penyusunan untuk 
memberikan masukan atau pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
                                                           
7Josep Maryo,Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, (Cet.1:Pustaka 
Yustisia:Yogyakarta,2016), h.66 
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3) Aspek pengawasan yaitu pembentukan perda harus dilakukan pengawasan 
baik berupa pengawasan preventif terhadap rancangan perda maupun 
pengawasan represif terhadap perda.
8
 
Dengan demikian peraturan daerah yang di buat oleh DPRD bersama-sama 
pemerintah daerah, artinya segala tindakan atau yang di munculkan oleh DPRD 
maupun pemerintah daerah terkhusus peraturan daerah tentang persoalan APBD nya 
atau  rancangannya di siapkan oleh peraturan daerah yang telah mencakup banyak ke 
uangan DPRD nantinya akan di bahas bersama di DPRD.
9
 
4. Asas Penyelenggaraan Daerah 
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas 
hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke 
dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya Van der 
Viles membagi asas dalam pembentukan peraturan yang patut kedalam asas formal 
dan asas materil.
10
  
a. Asas formal, meliputi: 
1) Asas tujuan yang jelas, yang mencakup tiga hal yaitu mengenai ketetapan 
letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijyang akan 
dibentakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan dibentuk dan tujuan 
dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut 
                                                           
8Josep Maryo,Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, (Cet.1:Pustaka 
Yustisia:Yogyakarta,2016), h.67 
9HAW.Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah , ( Jakarta.Raja Grafindo Persada,2005), 
h.144 
10Sudikon Mertokusumo, Penemuan Hukum, Edisi Kedua,Liberty (Yogyakarta,2006),h.11  
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2) Asas organ/lembaga yang tepat, hal ini untuk menegaskan kejelasan organ 
yang menetapkan pengaturan perundang-undangan tersebut 
3) Asas perlunya pengaturan, merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai 
alternatif maupun relevansi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan 
problema pemerintahan. 
4) Asas dapat dilaksanakan yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat 
ditegaskan secara efektif 
5) Asas konsensus yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang 
ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsikuen.  
b. Asas materil, meliputi: 
1) Asas tentang terminology dan sistematika yang benar artinya setiap peraturan 
hendaknya dapat dipahami oleh rakyat 
2) Asas perlakuan yang sama dalam hukum, hal demikian untuk mencegah 
praktik ketidakadilan dalam memperoleh layanan hukum 
3) Asas kepastian hukum (legalitas) artinya peraturan yang dibuat mengandung 
aspek konsistensi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang 
berbeda 
4) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual 
Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau 
keadaan-keadaan tertentu. 
Pembentukan peraturan-peraturan, termasuk peraturan daerah harus 
memperhatikan asas-asas sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-undang 
19 
 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perUndang-undangan dan 
penjelasammya.
11
 
a) Asas kejelasan tujuan, setiap pembentukan peraturan daerah harus mempunyai 
tujuan yang jelas yang hendak di capai 
b) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, peraturan daerah harus 
dibuat oleh lembaga pembentuk peraturan daerah adalah Kepala Daerah dan 
DPRD 
c) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, pembentukan peraturan 
daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat 
d) Asas dapat dilaksanakan, pembentukan peraturan daerah harus 
memperhitungkan efektivitas peraturan daerah di dalam masyarakat baik 
secara filosofis, yuridis maupun sosiologi 
e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, peraturan daerah dibuat karena 
memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
masyarakat. 
5) Desentralisasi. 
Dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah terhadap 
pemerintahan pusat hubungan keduanya atau biasa disebut hubungan subordinasi 
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang laksanakan melalui sistem 
penyelenggaraanya dalam negara kesatuan republik Indonesia dapat membedakan 
dalam dua bentuk yaitu:
12
 
                                                           
11Josep Maryo,Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, (Cet.1:Pustaka 
Yustisia:Yogyakarta,2016), h.72 
12Suharizal dan Muslim Chaniago, Hukum Pemerintah Daerah, (Yogyakarta: Thafa Media, 
2017), h.55 
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a) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi 
b) Negara kesatuan dengan desentralisasi. 
6) Dekonsentrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , dekonsentrasi adalah 
pemberian wewenang penuh dari pemerintah pusat atau yang dikenal instansi 
vertical tingkat paling atas kepada pejabat pemerintahan daerah.
13
 
5. Tujuan Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Menurut bahasa kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang artinya 
menyuruh atau melakukan suatu pekerjaan, namun arti secara umum pemerintah bisa 
kita artikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu ruang lingkup 
organisasi seperti jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
14
 
Sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam hal 
menimbang, huruf a, disebutkan, “bahwa dalam rangka penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah sesuai dengan amanah Undang-undang dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembatuan, diarahkan untuk 
mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistemewaan, dan 
kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Regulasi ini menjanjikan pendelegasian wewenang yang lebih besar bagi 
daerah, terutama daerah kabupaten atau kota. Tujuan idealnya, memberdayakan dan 
meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan 
                                                           
13Suharizal dan Muslim Chaniago, Hukum Pemerintah Daerah, (Yogyakarta:Thafa 
Media,2017), h.56 
14Suharizal dan Muslim Chaniago, Hukum Pemerintah Daerah, h.48-49 
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daerah yang adil, propesinal dan transparan, mewujudkan penyelenggara pemerintah 
daerah yang transparan dan partisipasi serta mengurangi kesengjangan antara daerah. 
Bagi pemerintah pusat OTDA juga melepaskannya dari persoalan-persoalan didaerah, 
sehingga, bisa lebih fokus menangani hal-hal yang bersifat makro dan beriorietasi 
mempersiapkan indonesia menghadapi dunia globalisasi.
15
 
Dilain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses 
pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah 
akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang 
terjadi di daerah akan semakin kuat. Desentralisasi merupakan suatu istilah yang 
biasa dihubungkan dengan prinsip negara kesatuan, yakni negara yang ada satu 
pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang 
tertinggi dalam segala lapangan pemerintah. Pemerintah pusat inilah pada tingkat 
terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara. Sehubungan 
dengan hal itu, dalam negara kesatuan terdapat beberapa cara untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintah, yakni:  
a. Segala urusan yang di lakukan langsung oleh pemerintah pusat atau aparat-
aparat pusat yang di sebabkan keseluruhan wilayah negara. Cara 
penyelenggara dalam urusan ini disebut sentralisasi. 
b. Apabila wilayah negara dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang di beri hak 
otonomi, yakni wewenang untuk mengatur dan mengirus rumah tangganya 
sendiri di sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Cara penyelenggara 
urusan semcam ini disebut sistem desentralisasi. 
                                                           
15Khairul Ikhwan Damanik. Dkk, Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan 
Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 1 
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Diantara negara-negara yang menganut desentralisasi pada negara kesatuan 
karena desentralisasi memiliki keuntungan-keuntungan sebagai berikut:
16
 
a. Mengurangi tertumpuknya pekerjaan di pusat. 
b. Dalam menghadapi masalah-masalah yang mendesak yang membutuhkan 
tindakan cepat, daerah tidak perlu menunggu intruksi dari pusat. 
c. Mengurangi birokrasi dalam artian yang buruk. 
d. Dapat diadakan pembedaan-pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi 
kepentingan tertentu. 
e. Daerah dapat dijadikan semacam laboratium pemerintahan mengurangi 
kemungkinan kesewengan-kesewengan dari pemerintahan pusat. 
f. Secara psikologis dapat memberikan kepuasan langsung kepada daerah. 
 Kemudian tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana dalam aturan hukum ini 
telah mempertegas syarat-syarat adminidtratif, teknis, dan fisik wilayah.  Dalam hal 
fisik ditentukan bahwa pembentukan suatu daerah provinsi membutuhkan paling 
sedikit 5 kabupaten/kota, sementara pembentukan kabupaten minimal 4 kecamatan, 
dan pembentukan kota minimal 3 kecamatan. Ketentuan pemakaian DOB mengalami 
perubahan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang  
pemerintahan daerah, yang  menegaskan bahwa pembentukan daerah dilakukan 
melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan Kabupaten/kota.
17
 
Pada intinya hampir sama, yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu 
yang namanya pemerataan semua sistem pembangunan dan hasil karyanya, 
                                                           
16Josef Mario Monteiro, Hukum Pemerintahan Daerah,  ( Jakarta: Pt Buku Seru, 2016), h. 6-7 
17Josef Mario Monteiro, Hukum Pemerintahan Daerah, h. 13-14 
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meningkatkan pelayanan kesejahteraan rakyat, sangat meningkatkan pelayanan dan 
peran serta aktif masyarakat secara nyata, efesien, dan bertanggung jawab segala 
ketentuannya sehingga memperkuat persatuan pengembangan  kehidupan demokrasi, 
mengurangi beban dan masalah pemerintah pusat di tambah lagi adanya campur 
tangan di daerah lain.
18
 
Sistem pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
menetapkan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya itu, kecuali urusan pemerintahan pusat, dalam penyelenggaraanya 
urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan 
tugas pembantuan urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan pusat, yang 
meliputi sebagai berikut:
19
 
a) Politik luar negeri 
b) Pertahanan 
c) Keamanan 
d) Yustisi 
e) Moneter. 
Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud 
penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebab pada umumnya tidak 
mungkin pemerintah pusat mengurusi semua permasalahan Negara yang begitu 
kompleks. Disisi lain, pemerintahan daerah juga sebagai training ground dan 
pengembangan demokrasi dalam sebuah kehidupan Negara. System pemerintahan 
                                                           
18Muslim Chaniago, Hukum Pemerintah Daerah, ( Yogyakarta:Thafa Media,2017),h.50 
19Fachruddin, Membangun Otonomi Daerah, ( ttp : Serat Alam Media, 2016), h. 50 
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daerah disadari atau tidak sebenarnya ialah persiapan untuk karir politik level yang 
lebih tinggi yang umumnya berada di pemerintahan pusat. 
B. Pembahasan tentang Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Kota Makassar 
Perda Nomor 4 Tahun 2011 Kota Makassar Tentang Pengolahan Sampah. 
Menimbang sebagai berikut : (1) Bahwa  dalam rangka mewujudkan linkungan yang 
sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara 
komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha 
secara profesenional, efektif dan efesien (2) Bahwa masalah persampahan perlu 
dilakukan pengolahan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat 
secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat 
mengubah perilaku masyarakat (3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan daerah Kota Makassar 
tentang Pengolahan Sampah.
20
 
Selain itu dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan 
Sampah, pada pasal 6 menyebutkan bahwa tugas pemerintah  dan pemerintah 
daerah:
21
 
1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
pengolahan sampah; 
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan 
penanganan sampah. 
                                                           
20Republik Indonesia peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengolahan sampah. 
21Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah. 
Pasal 6. 
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3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, 
penanganan, dan pemanfaatan sampah.  
4. Melaksanakan pengolahan sampah dan memfasilitasi penyediaan dan 
prasarana dan sarana pengolahan sampah. 
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan 
sampah. 
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada 
masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah dan. 
7. Melakukan kordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha 
agar terdapat keterpaduan dalam pengolahan sampah.  
C. Jenis-Jenis dan Sistem Pengolaan Sampah 
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Sampah 
Sampah merupakan limbah yang umumnya bersifat padat  terdiri dari bahan 
organik dan anorganik yang biasanya sudah di anggap tak ternilai di mata manusia 
atau tak berguna lagi yang seharusnya harus di kelola agar tak membahayakan 
lingkungan dan tempat tinggal di sekitarnya, dari penyataan di atas kita dapat 
menyimpulkan bahwa sampah merupakan bahan/materi yang sudah dianggap  tidak 
berguna lagi bahkan bisa mengganggu kesehatan manusia maupun alam.
22
 Sampah 
juga merupakan bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud 
biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian, barang rusak atau bercacat 
dalam pembikinan atau munafaktur atau materi berkelebihan di tolak atau di buang. 
 
                                                           
22Ashabul Kahfi, Journal (Tinjauan Tentang Pengolahan Sampah), (Samata: Uin Alauddin 
Makassar, 2017), h.40 di akses pada 1 juni 
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2. Karakteristik sampah  
Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat di golongkan menjadi berikut: 
a. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang 
diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang 
lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami dan mikro 
organisme atau bersifat biodegradable. Sampah rumah tangga sebagian besar 
merupakan bahan organik, dan contoh sampah organik adalah dari dapur, sisa 
tepung, sayuran, kulit buah, dan ranting pohon. 
b. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral 
dari minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak 
dapat diurai dialam oleh mikro organisme secara keseluruhan unbiodegranabel 
semetara bagian lainnya hanya di uraikan dalam waktu yang lama. Sampah 
jenis ini pada tingkat rumah tangga berupa botol, kaca, plastik, kaleng, dan 
lain-lain.
23
 
Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas 
industry (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, 
dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu 
waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi. 
Jenis-jenis sampah menurut peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pengolahan Sampah sebagai berikut :
24
 
a. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang 
berbentuk padat. 
                                                           
23Irene Sohilait dan dkk, Pengelolaan Sampah Dan  Pemanfaatan Sampah  , h. 1-2  
24Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Sampah, 
Bab I ,pasal 1 . 
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b. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari 
dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 
c. Sampah sejenis rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan 
industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan atau fasilitas 
lainnya. 
d. Kawasan pemungkiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, 
apartemen komdominium, asrama dan sejenisnya. 
e. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha 
perdagangan dan atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 
penunjang. 
f. Kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi 
dengan sarana dan prasarana penunjang. 
g. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakaan untuk 
kepentingan nasional. 
h. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah berupa 
bak/bin/dll. 
i. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konstrasi dan atau 
volumenya memerlukan pengelohan khusus. 
3. Sistem Pengolahan Sampah 
Sistem pengelolaan sampah mencakup sub sistem pemrosesan dan 
pengolahan. Permasalahan pengolahan persampahan menjadi sangat penting di 
wilayah perkotaan dan kepulauan  mengingat jumlah penduduk yang tinggi dan padat 
penduduknya yang mengakibatkan timbulnya permasalahan yang kompleks sehingga  
pengolahan persampahan sering di prioritaskan penangannanya di daerah perkotaan 
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khususnya di daerah kepulauan. Dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh 
manusia terkait dengan pengelohan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku 
dan pola hidup yang masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbunan 
sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, 
anggaran dan pembuangan sampah di laut sehingga pemerintah khususnya dinas 
kebersihan belum mampu melayani dengan baik seluruh sampah yang di hasilkan.
25
  
Tata kelola pengelolaan sampah hendaknya diperbaharui dengan cara 
dikembangkan dengan pemrosesan lebih lanjut untuk menjadikan sampah sebagai 
sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan mahluk hidup lainnya, baik 
di tingkat kawasan maupun di TPA. 
Jika di lihat dari perkembangan perkotaan dan kepuluan  diera modern seperti 
sekarang ini hasil penelitian menyimpulkan bahwa sampah yang dihasilkan 
masyarakat per oranganya mencapai 2 sampai 3 liter per hari bahkan ada kota di 
indonesia yang perpenduduknya menghasilkan sampah kurang lebih 4,5 liter perhari. 
Ini adalah suatu angka pencapaian yang buruk bagi perkembangan kota tersebut yang  
artinya bisa dikatakan volume sampah  dari setiap keluarga yang berjumlah lima 
orang anggota dapat mencapai lebih dari 15 liter per harinya dan 450 liter untuk 
perbulan.
26
 
Untuk itu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 memberi alasan bahwa 
Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengolahan 
sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif 
                                                           
25Ashabul Kahfi,  Journal ( Tinjauan Tentang Pengolahan Sampah ), ( Samata: Uin Alauddin 
Makassar,2017), h.41 (di akses pada 1 juni 2017) 
26R Pamekas, Pembangunan dan Pengolahan Infrastruktur Kawasan Pemungkiman, 
(Bandung : Dunia Pustaka Jaya, 2013 ), h. 227 
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terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, dengan demikian pengolahan sampah 
perlu dilakukan secara konfrehensip dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat 
mengubah perilaku masyarakat. Oleh sebab itu dalam pengolahan sampah diperlukan 
kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, serta peran 
masyarakat dan dunia usaha sehingga pengolahan sampah dapat berjalan secara 
profesional, efektif dan efesien.
27
 
Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah 
yang menyatakan bahwa sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan 
berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan 
sampah.
28
 
Pengelolaan sampah memberikan maslahat besar kepada kita beserta alam 
sekitar kita. Hal ini tentu menjadi aktifitas yang bernilai ibadah disisi Allah SWT 
untuk ikut andil dalam segala aktifitas yang memberikan kemaslahatan, termasuk 
pengelolaan sampah tersebut. Salah satu bukti kesempurnaan Islam adalah bahwa 
Islam mempunyai pandangan sendiri dalam upaya penanggulangan sampah. 
Sesungguhnya Islam mengajarkan pemeluknya agar mengelola sampah karena 
mayoritas sampah bisa dikelola. 
Akibat dari pengelolaan sampah yang tidak baik memberikan dampak 
terhadap lingkungan yang tidak sehat. Sebagai contoh: pencemaran udara, tumpukan 
yang berlebihan, serta bencana alam seperti banjir yang tidak lain dikarenakan 
tersumbatnya sampah dalam saluran air disertai seringnya turun hujan hingga volume 
                                                           
27Republik Indonesia,  Undang –undang Republik Indpnesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 
Pengolahan Sampah. Menimbang huruf b, c dan d 
28Republik Indonesia,  Undang –undang Republik Indpnesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 
Pengolahan Sampah. 
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air semakin tinggi. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan menjadikan 
dampak negatif yang signifikan.  
Untuk menghindari hal-hal tersebut, diperlukan upaya khusus untuk 
mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Oleh karena 
itu, pemerintah harus cepat menanggulangi permasalahan yang dianggap sederhana 
dan berdampak serius bagi kalangan masyarakat seluruhnya. Keterlibatan pemerintah 
dalam mengambil langkah pencegahan diharapkan mampu memberi kepuasan 
terhadap masyarakat secara umum. 
D. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Goverment) 
Penyelenggaraan pemerintahan di jaman sekarang ini telah terjadi pergeseran 
pemahaman dari rule goverment menjadi good governance yang di maksud rule 
goverment adalah segala ketentuan penyelenggaraan pemerintahan diantaranya 
pembangunan, pelayanan publik yang senantiasa menjadi tolak ukur adalah peraturan 
perundang undangan yang berlaku. Sementara itu yang di maksud  good governance 
tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
tapi pada dasarnya tetap menerapkan prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang 
baik yang tidak serta merta melibatkan pemerintah atau negara saja tetapi harus 
melibatkan internal eksternal birokrasi.
29
 
Good goverment ialah sebuah nilai kebijakan dan kelembagaan dengan 
masyarakat mampu mengelola sistem perekonomian, politik dan masalah sosial 
mereka melalui interakasi dalam atau luar negara, masyarakat sipil dan sektor privat,  
Good goverment adalah cara masyarakat untuk mendapatkan dan melaksanakan 
                                                           
29Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa , (Jakarta: Sinar 
Grafika,2007), h. 16. 
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keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemahaman bersama, kesepakatan dan 
tindakan bersama.
30
 
Cara masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan Good governane maka 
poin penting yang harus diperhatikan adalah memperdayakan aparatur sehingga para 
aparatur ini dapat mengembangkan kemampuan di bidang kemampuannya masing 
masing. Maka dari itu seseorang aparatur negara yang notabenenya sebagai bagian 
dari masyarakat mampu berubah menjadi agen perubahan ( agent of change ) 
sekaligus berperang penting dalam penyelenggaraan negara, agar dapat 
mengoperasikan fungsi penyelenggaraan tersebut maka yang harus dilakukan salah 
satunya adalah memperdayakan pegawai. 
Pada dasarnya konsep Good goverment ini mampu membuat suatu 
rekomendasi pada struktur aturan pemerintahan yang demokratis yang lebih 
mengutamakan kesetaraan antara lembaga negara baik di tingkat pusat maupun 
tingkat daerah, sektor swasta maupun masyarakat.
31
 
Dalam penerapannya prinsip Good goverment ini seluruh aparatur negara 
penyelenggara pemerintahan sangat di tuntut harus mempunyai pemahaman 
sebenarnya tentang  Good Governance  di antaranya yaitu :
32
 
1. Akuntabilitas, 
2. Transfaransi, 
3. Keterbukaan, 
                                                           
30A’an Efendi,  Hukum Pengolahan Lingkungan , (Jakarta Barat: Permata Putri Media, 2018), 
h. 152 
31Juanda Nawawi, Journal (Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good 
Government, 2012), h.20 
32Ilham Yuli Isdiyanti, Rekontruksi Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, ( Yogyakarta: UII 
Press , 2017), h. 69-70 
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4. Penerapan hukum yang baik, 
5. Konsensus. 
Good Governance dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin 
kesejahteraan nasional (National Prosperity).
33
 
 Good Governance berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat 
mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan 
nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good Governance dalam pandangan 
bangsa Indonesia diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa 
yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi sesuai dengan 
kekuasaan yang dijalankan oleh masyarakat. 
 
                                                           
33Prinsip Tata Kelola yang Baik, http:///mongabai.co.id (di akses pada tanggal 06 Januari 
2019) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
 Dalam konteks pemahaman penelitian hukum, maka penelitian ini selain 
berjenis penelitian hukum secara normatif, juga tertuang didalamnnya penelitian 
hukum secara empiris. Berdasarkan bentuk, penelitian ini tergolong penelitian 
lapangan kualitatif. Sedangkan berdasarkan tata cara atau metode yang digunakan, 
penelitian ini berjenis evaluasi formatif. Louse Kiddler mengemukakan bahwa 
penelitian evaluasi formatif adalah merupakan penelitian yang berfungsi untuk 
menjelaskan fenomena dari produk, program atau kebijakan yang menekankan pada 
efektifitas dari produk, program atau kebijakan tersebut.
1
 
Sedangkan berdasarkan tingkat eksplanasi dari penelitian ini, maka penelitian 
ini deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi mengetahui nilai 
variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat 
komparasi dan atau asosiasi dengan variable lainnya.
2
 
2. Lokasi penelitian  
 Penelitian ini dilakukan di wilayah Palau Kodingareng kec Sangkarang sekitar 
pusat kota Makassar, yang kaitannya dengan analisis mengenai dampak pembuangan 
sampah di laut. Adapun alasan memilih lokasi ini yang pertama, karena di pulau ini  
                                                           
1Louse Kiddler, Research Methods in social Relation , dalam Sugiyono, Metode Penelitian 
Administrasi (Cet. XII; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 10. 
2Louse kiddler, Research Methods in social Relation , dalam Sugiyono, Metode Penelitian 
Administrasi (Cet. XII; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 11. 
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merupakan tempat yang relevan dengan sumber data yang dibutuhkan, kedua, lokasi 
penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga sangat mudah untuk diakses. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yuridis (hukum 
dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan 
penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Empiris (hukum sebagai kenyataan 
sosial, kultural atau das sein). Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian yang 
mengkaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Perumusan sederhana ini dapat 
dijadikan pegangan, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam 
kenyataan pergaulan masyarakat.
3
 Selain pendekatan tersebut penulis juga melakukan 
pendekatan dari segi sosiologinya maksudnya adalah penelitian ini melihat dan 
mengamati aspek sosial yang terjadi dan ada dalam wilayah sekitar pulau 
Kodingareng kec Sangkarang tersebut. 
C. Sumber data  
 Dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis data yaitu:  
1. Data primer  
Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 
individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil kuesioner yang 
biasa dilakukan oleh peneliti. 
Adapun rincian pemilian informan tersebut yang lebih jelas dapat dilihat pada 
tabel berikut ini: 
 
                                                           
3
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), h. 32. 
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No Nama informan Jumlah Keterangan 
1 Pemerintah daerah  3 1. Kepala kecamatan 
2. Kepala kebersihan 
3. Kepala kelurahan 
2  Tokoh masyarakat 3 1. Ketua Rw 
2. Ketua karang 
Taruna 
3. Tokoh Masyarakat 
3 Partai politik 3 1. Pdi-p 
2. Golkar 
3. Nasdem 
 Jumlah orang  9 orang   
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data bersifat normative sekaligus sebagai data 
pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian 
ini bersumber dari keseluruhan bahan kepustakaan, termasuk didalamnya 
perundang-undangan, literature-literatur ilmiah, jurnal dan artikel-artikel yang 
dimuat dalam berbagi media yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 
untuk digunakan sebagai acuan dalam pembahasan lebih lanjut. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan 
penelitian. Melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan, yang  
selanjutnya akan  dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Observasi, yaitu menuntut adanya pengamatan dari sipeneliti baik secara 
lansung ataupun tidak lansung terhadap objek penelitiannya.  
2. Wawancara merupakan tanya jawab dalam penelitian yang berlansung secara 
lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 
lansung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan 
detail.
4
 
3. Studi Dekumentasi. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakan 
yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer 
merupakan data yang di peroleh lansung dari objek yang di teliti, ini berlainan 
dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam betuk jadi, seperti data 
dalam dokumen dan publikasi.
5
 Serta menelaah buku-buku tulisan-tuisan yang 
berhubungan dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, bahan-
bahan kepustakaan dalam penelitian ini juga mencakup dari berbagai literature 
buku, jurnal baik media cetak maupun media online, artikel-artikel 
ilmiah,makalah,dan hasil penelitian. 
 
                                                           
4
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Cet, II;Bandung : Alfabeta, 2014), 
hal. 155 
5RiantoAdi,MetodologiPenelitianSosialdanHukum (Jakarta: Granit,2010), h. 57. 
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E. Instrumen Penelitian 
1. Peneliti itu sendiri  
 Menurut Nasution dalam Sugiyono dalam “penelitian kualitatif, tidak ada  
pilihan lain selain menjadikan manusia menjadi instrument penelitian utama”. Jadi 
peneliti merupakan instrument kunci dalam penelitian kualitatif. Peneliti sebagai 
instrument harus di validasi melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap 
metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta 
kesiapan dan bekal memasuki lapangan.
6
 
2. Pedoman wawancara  
  Pedoman wawancara merupakan uraian pertanyaan (kuesioner) sebagai alat 
yang digunakan saat melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh 
informasi dari informan. 
3. Alat yang digunakan dalam mendatangkan data antara lain : Hp untuk 
merekam dan mengambil gambar, alat tulis menulis, dan Laptop untuk 
menyusun hasil penelitian dalam bentuk dokumen.  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
 Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara 
lain sebagai berikut: 
                                                           
6Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatai dan R&D. (Bandung: Alfabeta,2015), 
h.222. 
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a. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan. 
b. Coding data yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban menurut 
kriteria atau macam yang ditetapkan.
7
 
c. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian 
memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas. 
d. Penarikan Kesimpulan, yaitu proses terakhir yang di lakukan pada 
pelaksanaan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian tersebut mampu 
menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal rencana penelitian. 
Dalam pengambilan kesimpulan ini berisi gambaran suatu objek berupa 
temuan baru yang sebelumnya masih perlu di buktikan sehingga menjadi 
jelas. 
2. Analisis Data 
 Penulisan dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis 
kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau 
gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, 
potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat 
dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit. 
 
                                                           
7Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi Pertama (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2006),  h. 126.  
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G. Pengujian Keabsahan Data 
Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta 
menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat 
kepercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data terlebih dahulu sesuai 
dengan prosedural yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan 
atau memproduksi temuan baru. Oleh karena itu, sebelum melakukan publikasi hasil 
penelitian, peneliti terlebih dahulu harus melihat tingkah kesahihan data dengan 
melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data. 
Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang 
lebih menekankan pada data/informasi. Dalam penelitian kualitatif untuk 
mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah datanya. Temuan atau 
data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 
peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.Suatu 
penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Maka suatu 
penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar 
objektifitas maka penelitian tersebut dianggap telaah teruji keabsahan data 
penelitiannya. Dalam teknik pemeriksaan data ini, peneliti menggunakan teknik 
triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 
sebagai pembanding terhadap data itu.
8
 
 
                                                           
8Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2003), h. 88.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Tentang Kepulauan Kodingareng  
       Pulau Kodingareng merupakan salah satu pulau yang terletak di wilayah kota 
Makassar tepatnya di provinsi Sulawesi Selatan. Pulau Kodingareng merupakan 
bagian dari kelurahan Kodingareng, kecamatan Kepulauan Sangkarang. Bentuk pulau 
ini memanjang dari utara ke selatan, dengan luas wilayah 14 Ha.  Dengan jumlah 
penduduk rata-rata 4.560 jiwa. Mata pencaharian masyarakat disini bisa di bilang 
hampir semuanya adalah nelayan dan sumber listrik di pulau ini dari PLN tetapi 
hanya dinyalakan pada malam hari hingga subuh saja. Akses untuk ke pulau ini dapat 
ditempuh dengan menggunakan Kapal Katinting dengan jarak tempuh 13 mil dengan 
waktu 60 menit. 
Dengan  Jumlah penduduk sebanyak 4.560 jiwa, pulau ini mempunyai  jumlah 
kartu keluarga  sebanyak 1.081 , yang terdiri  dari 6 (enam) RW, dan 16 ( enam belas) 
RT, pulau ini  yang berbatasan lansung dengan:
1
 
a. Sebelah utara berbatasan langsung  kepulauan barrang caddi  
b. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan laut lepas  
c. Sebelah timur berbatasan langsung dengan kota makassar  
d. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Laut Lepas. 
                                                 
1Dokumen Resmi ( Data Potensi Desa Dan Kelurahan) Kelurahan Kodingareng, Kecamatan 
Kepulaun Sangkarrang 
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Ada pun cerita yang menarik dari Pulau ini adalah  pulau ini nobatkan sebagai 
salah satu pulau hidden paradise.   Ada banyak  jenis tumbuhan yang terdapat 
dipulau kodingareng diantaranya adalah pohon kelapa dan sukun. Pulau ini ada yang 
berpenghuni dan tidak berpenghuni.  Pulau yang tak berpenghuni ini hanya memiliki 
panjang 100 M dengan lebar 25 M.  Jika air dalam keadaan surut dan melihat kearah 
selatan maka mata akan disejukkan dengan hamparan pasir putih yang bersih dan 
indah.  
Pantai pasir putih di sekitar pulau di kelilingi oleh  pasir yang indah dan  
sangat ideal untuk di jadikan tempat dalam melakukan aktifitas wisata wilayah 
bahari, terdapat tanjung pasir putih yang sangat Indah dan keadaan pinggiran pantai. 
Pasir putih di sekitar pulau ini tidak kalah populernya dengan pantai pandawa yang 
ada di bali. Pada di bagian selatan pulau ini terdapat pantai pasir putih yang letaknya 
jauh dari pemungkiman warga sehingga pengungjung dapat merasakan 
keberadaannya.  
Area sekitar  pulau terdapat banyak terumbu karang  menghiasi pinggiran 
pantai. Tak hanya bagian atas pantai yang menakjubkan, Pemandangan alam bawah  
lautnyapun meneduhkan  dan dapat memberikan kesan tersendiri bagi pengungjung 
terutama pemandangan pulau-pulau sekitar serta pemandangan saat matahari terbit 
dan matahari terbenam. 
2. Data Kelahiran Per-Juni  2018 Pulau Kodingareng 
Table 1 penduduk per juni 2018 
No Perincian Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Penduduk bulan ini 2.297 2.264 4.561 
2 Kelahiran bulan ini 4 1 5 
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3 Kematian bulan ini 3 1 4 
4 Pendatang bulan ini 0 0 0 
5 Jumlah kartu keluarga   1.081 
6 Jumlah  penduduk bulan ini 2.297 2.263 4.560 
B. Konsep Pengelolaan Sampah Yang Dilakukan Masyarakat Pulau Kodingareng 
Kec. Sangkarang Kota Makassar 
 Peran serta masyarakat sangat penting dalam pengelolaan kebersihan sehingga 
dapat tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Mulai dari pewadahan, 
pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pembuangan akhir 
sampah. Selain dari peranan masyarakat, peran serta pemerintah pun sangat 
dibutuhkan dalam mengelola manajemen pengelolaan sampah. Oleh karena itu 
keterlibatan dan kerja sama pihak terkait dalam pola pengelolaan sampah sangat 
diperlukan.
2
  
 Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Sampah , konsep pengelolaan sampah dilakukan dengan cara pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, pengelohan, dan pemprosesan akhir sampah.
3
 Konsep 
pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu, dengan:
4
 
1. Sistem Kontainer, sistem ini dengan menepatkan kontainer di lokasi-lokasi 
statergis yang ada, kontainer yang sudah penuh diambil kemudian dibawa ke 
TPA dan digantikan dengan kontainer yang baru. 
                                                 
2Irene Sohilait dan dkk, Pengelolaan Sampah Dan  Pemanfaatan Sampah  (Ambon: PTPD 
Provinsi Maluku, 2010), h. 27-28 
3Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Sampah, Pasal 12 
4Irene Sohilait dan dkk, Pengelolaan Sampah Dan  Pemanfaatan Sampah  , h. 18-19 
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2. Sistem Door To Door, sistem ini dilakukan dengan menggunakan truk 
sampah yang mengadakan perjalanan keliling lingkungan diserta oleh 3-4 
orang untuk menaikkan sampah dari tempat pewadahan ke atas truk. 
3. Sistem Jemput Bola (Sistem Transfer Depo), sistem ini dilakukan dengan dua 
tahapan, pertama sampah dari lingkungan dan rumah tangga dikumpulkan 
oleh tenaga pengumpul setempat dengan menggunakan gerobak sampah yang 
keliling. Dari beberapa gerobak yang beroperasi akan berkumpul disuatu 
tempat khusus yang dibangun untuk memindahkan sampahnya ke dalam truk 
pengangkut yang menunggu. Dalam pelaksanaan wawancara bersama bapak 
menjelaskan bahwa konsep pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat 
pulau kodingareng dengan menggunakan sistem bank sampah. Sebelum 
adanya sistem bank sampah, pengelolaan sampah dipulau kodingareng hanya 
dilakukan  dengan cara  membakar dan menimbung sampah dipulau. hal ini 
yang kemudian menjadi perhatian pemerintah sehingga mendorong 
pemerintah untuk menggunakan sistem bank sampah khususnya untuk pulau 
kodingareng. 
Dalam sistem bank sampah pengelolaan disampah dilakukan dalam beberapa 
tahap yaitu: 
5
 
1. Tahap Pengumpulan Sampah  
 Pengumpulan sampah dalam hal ini penanganan sampah dengan cara 
mengumpulkan sampah dari tiap-tiap sumber sampah. Sumber sampah yang 
dimkasud adalah masyarakat pulau  kodingareng. Proses pengelolaan sampah 
                                                 
5Ruslan Jufri, (44 tahun), Kepala Kelurahan Kepulauan Kodingareng , Wawancara, Makassar 
14 Juli 2018  
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dilakukan dengan cara memilah sampah atau dengan kata lain membagi sampah 
berdasarkan jenisnya yaitu sampah plastik dan sampah kertas. Pemilahan sampah ini 
juga dibagi kedalam sampah kering dan sampah basah.  
 Untuk masyarakat kodingareng sampah basah dibuang ke laut secara langsung 
dengan alasan agar dapat  menjadi makanan ikan, sementara untuk  sampah kering 
dibuang langsung ke bank sampah. Proses pemilahan ini dilakukan oleh tiap-tiap 
masyarakat. 
2. Tahap Pemindahan dan Pengangkutan Sampah 
Apabila sampah telah dipilah oleh warga, maka untuk selanjutnya 
pemindahan sampah dilakukan dengan menggunakan “ukuda” ( motor tiga roda). 
Proses ini berlangsung dengan cara mengambil sampah dari rumah masyarakat 
dengan menggunakan ukuda, yang dilakukan dua kali seminggu. Proses pengambilan 
sampah ini dilakukan oleh petugas bank sampah.  
3. Tahap Pembunagan Akhir Sampah  
Sesuai dengan penjelesan sebelumnya bahwa pengelolaan sampah dipulau 
kodingareng menggunakan sistem bank sampah. Oleh karena itu pembuangan akhir 
sampah dikodingareng dikarantinakan di bank sampah. Lanjut beliau menjelaskan 
bahwa saat ini sistem pengelolaan dengan menggunakan bank sampah yang mulai 
dikelola sejak tahun 2017, untuk saat ini sudah  tidak berjalan sesuai dengan 
fungsinya, efektifitas dari sistem pengelolaan bank sampah ini, hanya berjalan selama 
5 (lima) bulan. Ketidaklancaran dari sistem ini diakibatkan: 
a. Tidak adanya biaya operasional bagi pekerja 
b. Kurangnya edukasi bagi masyarakat tentang bahaya sampah bagi lingkungan 
dan kesehatan. 
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c. Tidak adanya biaya perawatan kendaraan pengangkut sampah 
d. Tidak adanya kesadaran masyarakat untuk teribat dalam pengelolaaan sampah 
dipulau kodingareng. 
6
  
 Sementara itu menurut kepala bank sampah faktor yang menyebabkan bank 
sampah tidak efektif adalah:
7
 
a. Tidak ada keyakinan dalam diri masyarakat bahwa sampah mempunyai nilai  
jual apabila dikelola dengan baik.  
b. Minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang bahaya sampah 
dalam kehidupan sehari-hari. 
c. Tidak adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
menindaklanjuti sampah yang semakin menumpuk dipulau kodingareng. 
d. Serta tidak ada perhatian masyarakat mengenai kebersihan air laut, yang pada 
akhirnya merusak sauna yang ada dalam laut.  
Tabel Timbangan Bank Sampah kurun waktu 5 bulan tahun 2017 untuk per 10 ( 
sepuluh ) Kartu Keluarga. 
Waktu penimbangan Jumlah 
Agustus   156 kg 
September  78,3 kg 
Oktober  40 kg 
November  101 kg 
                                                 
6Ruslan Jufri, (44 tahun), Kepala Kelurahan Kepulauan Kodingareng , Wawancara, 
Kodingareng 14 Juli 2018. 
7Zainuddin,  (35 tahun), Kepala Bank Sampah Kepulauan Kodingareng, Wawancara, 
Kodingareng 16 Juli 2018. 
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Desember  118kg 
Jumlah 539Kg 
 Penulis menyimpulkan bahwa volume sampah menurut buku besar bank 
sampah pulau kodingareng dengan perhitungan  sepuluh kartu keluarga yang 
menghasilkan sebesar 539 kg, peningkatan sampah yang terjadi di daerah tersebut 
harus di perhatikan dengan melihat dampak yang berlanjut bayangkan jika sampah 
semakin banyak tiap bulan berikutnya. Sungguh sangat disayangkan jika pemerintah 
dan masyarakat pada umumnya tidak menindak lanjuti dampak sampah yang akan di 
timbulkan oleh sampah tersebut akibat bank sampah yang tidak berjalan dengan baik. 
Adapun beberapa pernyataan dari kepala bank sampah  mengenai proses 
pengumpulan atau pemilahan sampah antara lain: 
a. Anggota bank sampah memiliki rata-rata empat orang  per satu Kartu 
Keluarga. 
b. Tidak semua warga pulau kodingareng terdaftar di buku besar bank sampah   
c. Anggota bank sampah tidak menimbang sampah tiap bulan, mereka hanya  
menimbang pada bulan agustus tahun 2017 sampai bulan desember 2017. 
Karena anggota bank sampah mengumpulkan sampahnya hingga mencapai 5 
kg ( lima ).
8
 
 Lanjut beliau menjelaskan bahwa semenjak ukuda (kendaraan pengangkut 
sampah) rusak dan tidak dapat fungsikan, masyarakat tidak lagi mengikuti prosedur 
bank sampah lagi.  
                                                 
8 Dinas Pertanaman Dan Kebersihan Kota Makassar, Buku Besar Bank Sampah   
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 Kebanyakan masyarakat saat ini lebih memilih membuang sampah dilaut dari 
pada membuangnya ke bank sampah.  Selain kendala tersebut, kefektifan bank 
sampah tidak didukung oleh adanya TPA (tempat pembuangan sampah) yang 
akhirnya membuat sampah menumpuk dan mencemari lingkungan laut. Akibat dari 
tidak adanya TPA. 
9
 Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 4 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa peranan masyarakat dalam 
pengelolaan sampah sangat dibutuhkan. Hal ini tertuang dalam Bab X pasal 35 yang 
berbunyi: 
10
 
1) Menjaga kebersihan lingkungan. 
2) Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, 
dan pengelohan sampah. 
3) Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya 
peningkatan pengelolaan sampah. 
4) Melakukan kegiatan gotong royong.  
 Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kelurahan 
kodingareng, beliau menjelaskan bahwa secara keseluruhan pemahaman masyarakat 
terhadap adanya peraturan daerah tentang peranan warga masyarakat terhadap  
pengelolaan sampah,  tidak dipahami masyarakat dengan baik, bahkan terdapat 
masyarakat yang sama sekali tidak tahu menahu tentang adanya peraturan tersebut. 
Hal inilah yang juga menjadi faktor utama tidak efektifnya peranan masyarakat. 
11
 
                                                 
9Zainuddin,  (35 tahun), Kepala Bank Sampah Kepulauan Kodingareng, Wawancara, 
Kodingareng 16 Juli 2018. 
10Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 4 Tahun 2011, Pasal 35 ayat (1) – 
(5) 
11Ruslan jufri, AMD, (44 tahun), Kepala Kelurahan Kepulauan Kodingareng , Wawancara, 
Kodingareng 14 Juli 2018. 
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C. Dampak Pengelolaan Sampah Yang Dilakukan Masyarakat Pulau 
Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar 
Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, 
perlu dilakukan penanganan sampah secara komprenshif dan terpadu dengan 
melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan 
efisien. Masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprenshif dan 
terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masnyarakat dan aman 
bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.
12
 
Dalam hal penanganan dan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1)  Peraturan Daerah Kota Makassar  nomor 4 tahun 2011 sekurang-
kurangnya memuat:
13
 
1. Target pengurangan sampah  
2. Target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah 
mulai dari sumber sampah sampai dengan ke TPA 
3. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat 
4. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah kota 
dan masyarakat. 
5. Rencana pengembangan dan pemanfaatn teknologi yang ramah lingkungan 
dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penangan akhir 
sampah.  
                                                 
12Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 4 Tahun 2011, bagian (a), (b) 
13Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 4 Tahun 201, pasal 11 ayat 
(1) (2)  
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 Apabila pengelolaan sampah tidak sesuai dengan apa yang telah dirangcankan 
maka tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan, 
kesehatan dan terhadap keadaan sosial dan ekonomi contohnya : 
a. Penyakit jamur dapat juga menyebar melalui rantai makanan, salah satu 
contohnya adalah suatu penyakit yang di jangkitkan oleh cacing pita dimna 
kalo di komsusmsi sebelumnya oleh ikan di laut melalui makanannya berupa 
sisa sampah yang di buang di laut. 
b. Sampah beracun, telah di laporkan ke jepang kra kira 40.000 (empat puluh 
ribu ) orang meninggal akibat komsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh 
raksa (HG), juga kasus di temui di indonesia yaitu di teluk buyut. 
c. Dampak terhadap lingkungan limbah atau sampah yang di buang ke laut atau 
sungai akan mencemari air. Berbagai orgasme termasuk ikan dapat terbunuh 
sehingga beberapa spesies hilang dan lenyap, hal ini mengakitbatkan 
berubahnya ekosistem air secara biologis. Penguraian limbah atau sampah 
yang di buang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas air 
organik seperti metana dimana selain memberikan bau yang kurang sedap, gas 
ini juga dapat meledak jika konsentrasinya cukup besar. 
d. Akan menyebabkan lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat 
dan wisatawan berupa bau tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena  
sampah bertebaran dimana mana 
e. Dapat mencerminkan status sosial masyarakat yang tinggal di daerah tersebut 
hal itu bisa seiring dengan meningkatnya tingkat kejahatan dan perilaku 
menyimpang lainnya. 
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f. Terakhir , dapat memberikan dampak negatif dan penilaian yang buruk bagi 
wisatawan.
14
  
Dalam pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis 
menanyakan kepada salah satu warga mengenai “ pandangan mereka terhadap 
dampak dari pengelolaan sampah yang tidak efektif”? beliau kemudian menjelaskan 
bahwa mayarakat kodingareng saat ini sangat merasakan dampak negatif dari tidak 
adanya pengelolaan sampah yang baik, salah satunya adalalah warna air laut 
disekitaran pantai sudah tercemar dan berwarna hitam. Warna air ini kemudian telah 
menandakan rusaknya air laut disekitaran pantai. 
15
 
Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa banyak terumbu karang yang ada 
disekitaran pulau telah mengalami kerusakan, dan ini juga mempengaruhi habitat laut 
lainnya. 
D.  Bagaimana Tata Kelola Persampahan  pada pemerintahan Persfektif 
Ketatanegaraan Islam di Pulau Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar 
Dalam Al-Quran banyak ditemukan ketika berbicara tentang alam dilanjutkan 
dengan anjuran untuk berfikir memahami, mengingat, bersyukur, dan bertafakkur. 
Semua ini akan mengantarkan manusia kepada sesuatu yang Maha Mutlak yang 
menciptakan alam dengan keharmonisan hukum-hukum yang mengaturnya. Alam 
adalah tanda-tanda (ayat) Allah, dalam artian bahwa alam mengabarkan akan 
keberadaan Allah sebagai pencipta alam. Alam adalah sebuah manifestasi dari 
seluruh nama-nama dan sifat-sifat ALLAH. Perumpamaan tumbuhan-tumbuhan 
                                                 
14 Irene Sohilait dan dkk, Pengelolaan Sampah Dan  Pemanfaatan Sampah  , h. 8-9 
15Dulla (50 tahun), Masyarakat Kodingareng,  Wawancara, 13 Juli 2018. 
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merefleksikan sifat-sifat ilahi berupa pengetahuan karena tumbuh-tumbuhan tahu dan 
ikan-ikan dilaut bagaimana menemukan makanan dan cahaya buah buahan 
memanifastikan anugerah dan karunia ALLAH, dan hewan mencerminkan empat 
sifat ilahi, kehidupan, pengetahuan, keinginan dan kekuasaan. Karena alam adalah 
lokus manifestasi dari seluruh nama-nama dan sifat-sifat ilahi, maka merusak alam 
berarti merusak wajah atau tanda (ayat) Tuhan di muka bumi ini. Dalam al-quran 
Allah menyatakan bahwa alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia Allah 
berfirman  dalam QS.al-Jaatsiyah ayat 13: 
                             
          
Terjemahnya: 
Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di 
bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 
yang berfikir. 
Ayat ini melarang pengrusakan dimuka bumi pengrusakan adalah salah satu 
bentuk pelanggaran atau bentuk pemlampauan batas, karena itu ayat ini melanjutkan 
tuntunan ayat yang selalu dengan menyatakan dan janganlah kamu membuat 
kerusakan dimuka bumi ini, sesudah perbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah 
SWT dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadah kepada-Nya dalam keadaan 
penuh harapan dan anugrah-Nya termasuk pengabulan doa kamu, sesungguhnya 
rahmat Allah amat dekat kepada Al-Muhsinin, yakni orang yang berbuat baik.
16
 
                                                 
16Quraish Sihab, M, Tafsir Al-Misbah jilid 5. hal 123  
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Sampah sampai pada saat ini merupakan suatu persoalan yang penting di 
negara Indonesia di daerah Sulawesi Selatan terkuhususnya di kota Makasar  yang 
belum memiliki pemecahan yang begitu optimal bahkan cenderung menjadi 
permasalahan di tiap tahunnya. Penanganan dan pengolahan sampah yang dilakukan 
oleh pemerintah masih sangat lemah yang dikarenakan kebijakan atau program tidak 
terintegrasi serta kurangnya dukungan dan peran masyarakat dalam turut andil dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut. Aparat pemerintah dalam mengawal  peraturan 
kebijakan tersebut.  
Keserakahan sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia 
itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah 
buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru 
merugikan manusia dan mahkluk hidup lainnya sebagaimana firman Allah dalam 
surah ar-rum ayat 41 sebagai berikut: 
                          
         
Terjemahannya: 
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).17 
 Ayat diatas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad itu. Ini 
dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya 
pembunuhan dan perampokan di kedua tempat, dan dapat juga berati bahwa darat dan 
                                                 
17Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan terjemahannya , h.87  
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laut itu sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan 
manfaat. Laut telah tercemar sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. 
 Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil 
keseimbangan lingkungan menjadi kacau. inilah yang mengantar sementara ulama 
kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan. 
Bahwa ayat di atas tidak menyebut udara, boleh jadi karna yang di tekankan disini 
adalah apa yang nampak saja, sebagaimana makna kata zhahara yang telah 
disinggung di atas apa lagi ketika turunnya ayat ini. 
 Dosa dan pelanggaran fasad yang dilakukan manusia mengakibatkan 
gangguang keseimbangan di darat dan dilaut mengakibatkan siksaan kepada manusia, 
semakin banyak perusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak 
buruknya terhadap manusia.
18
 
 Kata zhabara pada mulanya berarti terjadinya sesuatau di permukaan bumi, 
sehingga karena, dia di permukaan, maka menjadi nampak dan terang serta diketahui 
dengan jelas. Lawannya bathana yang berarti terjadinya sesuatu di perut bumi, 
sehingga tidak nampak. Demikian al-Ashafahani dalam Maqayis-nya. Kata zhabara 
pada ayat di atas dalam arti banyak dan tersebar.  
 Kata al-fasad menurut al-ashfahani adalah adalah keluarnya sesuatu dari 
keseimbangannya, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjuk apa 
saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal hal lain. Ia juga di artikan sebagai antonim dari 
asb-shalah yang berarti manfaat atau berguna. Sementara ulama membatasi 
                                                 
18M.Qurais Shihab, Tafsir Al-Mishbah, ( Cet.VIII: Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.77    
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pengertian al-fasad pada ayat ini dalam arti tentu seperti kemusyirikan atau 
pembunuhan Qabil terhadap Habil dan lain lain.
19
 
Adapun hadis yang mengatur tentang kebersihan lingkungan yaitu: 
ا َنِم ٌةَفَاظَّنَلاِﻻ ِنَا ميْ٠﴿ﺍ ﻩﺍﻮﺮدحم  
Artinya : 
“Kebersihan itu sebagian dari iman”. (HR. Ahmad)  
 ُّب ُِيُ ٌبَِّيط َللها َّنِا َمَّلَسَو ِهميَلَع ُللها ىَّلَص ِّبَِّنلا ِنَع ِهمِيَبا منَع ٍصاَّقَو ِبَِا ِنمبِد معَس منَع
 ُّب ُِيُ ٌفميِظَن َبِّيَّطلا ممُكَتمي َن م َفاامﻮُفِّظَن َفَداَﻮ َملْا ُّب
ُِيٌُداَﻮَج َمَﺮَكملا ُّب ُِيُ ٌميِْﺮَك َةَفَاظَّنلا ” 
Artinya : 
”Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) 
menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) 
menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu”. (HR. At- 
Turmudzi)
20
 
 Selain melarang merusak lingkungan islam melarang perbuatan tabzir, islam 
adalah agama yang sangat keras melarang perbuatan tabdzir. Tabzir adalah 
menghambur-hamburkan harta atau menyianyiakan sesuatu yang bisa di manfaatkan. 
Ketika semua sampah bisa kita kelola kembali menjadi sesuatu yang produktif dan 
memberikan kemaslahatan bagi mahluknya maka orang yang tidak terlibat dengan 
pengolahan sampah yang benar-benar bisa serta mampu di kelola dengan baikatas 
dasar kesanggupannya menurut terminologi tabzir tadi, akan jatuh dalam perilaku 
saudaranya syetan akan tetapi bila sampah tersebut masuk kategori sampah yang 
tidak dapat di kelola kembali maka tidak masuk perbuatan tabzir. Karena pengolahan 
                                                 
19M.Qurais Shihab, Tafsir Al-Mishbah, ( Cet.VIII: Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.76    
20Hamid Qurays.https://www.fiqihmuslim.com/2015/09/kumpulan-hadist-tentang-
kebersihan.html. (29 juli 2018)  
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sampah memberikan masalah besar bagi kita sendiri anak cucu kita dan alam sekitar 
kita tentu itu menjadi aktifitas yang bernilai ibadah disisi Allah swt dan karenanya 
kita di perintahkan Allah swt untuk ikut andil dalam segala aktifitas yang 
memberikan kemaslahatan termasuk pengolahan sampah untuk menjaga bumi dari 
kerusakan yang di timbulkan oleh sampah.
21
 
 Menangani persoalan sampah dalam rangka penyelenggaraan pengolahan 
sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhuhan hak dan kewajiban 
masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk 
melaksanakan pelayanan publik diperlukan pemerintah yang di beri wewenang 
seharusnya lebih memperhatikan sistem pengolahan sampah sebagaimana yang di 
maksud dalam Peraturan Daerah Bab II Ruang Lingkup : 
1. Sampah yang di kelola berdasarkan peraturan daerah ini terdiri atas (1) 
sampah rumah tangga (2) sampah sejenis sampah rumah tangga (3) sampah 
spesifik. 
2. Sampah rumah tangga bagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf a 
berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja 
sampah spesifik. 
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana di maksud pada ayat (1) 
huruf b berasal dari kawasan khusus, fasilitas sosisal, fasilitas umum atau 
fasilisitas lainnya 
4. Sampah spesifik sebagaimana di maksud pada ayat (1)  huruf c meliputi (a) 
sampah yang mengandung barang berbahaya dan beracun (b) sampah yang 
                                                 
21Resti Ramayanti, Sistem operasional bank sampah dalam persfektif hukum islam (Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ,2017), h.55 
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mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (c) sampah yang timbul 
akibat bencana (d) puing bongkaran bangunan (e) sampah secara tehnologi 
belum dapat di kelola dan (e) sampah yang timbul secara tidak priodik.
22
 
Hasil wawancara peneliti dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
mengenai peraturan daerah bahwasanya pada dasarnya perda itu sangat di butuhkan 
sebagai regulasi yang mengikat suatu pihak baik dari masyarakat biasa maupun 
pemerintah kota dan pejabat negara, dalam berpatisipasi aktif  dalam penanganan 
pengolahan sampah di pulau Kodingareng. Pemerintah harus pro aktif dalam 
melaksanakan atau merelesasikan kebijakan kepada masyarakat yang melanggar 
peraturan tersebut dengan cara menegur atau diberikan sanksi administrasi.  
Pemerintah dalam hal ini harus menyiapkan insprastrukur untuk memenuhi 
kebutuhan dalam hal pengolahan sampah di lokasi tersebut dengan harapan 
masyarakat sadar akan bahaya  buang sampah di laut dan sanksi administrasi dari 
peraturan daerah tersebut.
23
 Selain dari pada itu adapun tugas dan wewenang  
pemerintah yang di maksut dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 
Pengolahan Sampah yaitu : 
Pemerintah kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan 
persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan 
sebagaimana di maksud dalam pasal 4.
24
 
1. Tugas pemerintah yang di maksud dalam pasal 5 terdiri atas: 
                                                 
22Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 4 Tahun 201, pasal 2 ayat (1) 
(2) (3) (4) 
23Susuman Halim, S.E (50 tahun ) Anggota DPRD Kota Makassar, wawancara, Makassar 18 
juni 2018  
24 Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 4 Tahun 201, BAB IV pasal 
(5) 
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a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 
pengolahan sampah. 
b. Melakukan penelitian, pengembangan tehnologi pengurangan dan penangan 
sampah. 
c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan 
penanganan dan pemanfaatan sampah 
d. Malaksanakan pengolahan persampahan dan memfasilitasi penyediaan 
prasarana dan sarana pengolahan sampah 
e. Memfasilitasi penerapan tehnelogi spesifik lokal yang berkembang pada 
masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah. 
f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan 
persampahan. 
g. Melakukan kordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha 
agar terdapat keterpaduan dalam pengolahan persampahan.
25
  
2. Tugas sebagaimana dimaksud dalam  pasal 6 huruf d, pemerintah kota 
menyediakan sarana prasana berupa 
a. Tempat pembuangan akhir  
b. Tempat pembuangan sampah akhir 
c. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat 
pembuangan sampah akhir 
                                                 
25 Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 4 Tahun 201, BAB IV pasal 
(6) 
 
58 
 
 
 
d. Tempat pembuangan sampah di tempat- tempat umum dan di jalan umum 
yang di pandang perlu. 
 Selain dari pada itu masyarakat harus pro aktif membantu terselenggaranya 
kebijakan tersebut. 
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  BAB V 
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian  hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian dan 
pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan sesuai dengan tiga permasalahan peneliti 
yang ada pada rumusan masalah sebagai berikut : 
 
1. Konsep pengelohan sampah di pulau kodingareng kecamatan kepulauan 
sangkarrang kota makassar . Konsep yang begitu maju yang telah di terapkan  
oleh masyarakat pulau pada umumnya dengan menggunakan bank sampah 
berkat bantuan pemerintah setempat agar masyarakat pulau sudah dapat 
memahami bahwa pentingnya dilakukan pemilahan sampah  dan bahaya 
buang sampah di laut dan dapat membedakan karasteristik sampah dan fungsi 
sampah yang sebenarnya. Namun bank sampah tidak efektif di pulau 
kodingareng dikarenakan  hanya berjalan kurung waktu lima bulan saja salah 
satunya di sebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri di 
tambah lagi tidak ketidak pahaman,  rendahnya kesadaran dan malasnya 
masyarakat dalam mengelola sampahnya selain itu susahnya sampah di bawah 
menyeberang ke kota makassar. 
2. Dampak pengolahan sampah yang di lakukan oleh masyarakat pulau 
kodingareng. berbicara dampak pengolahan sampah pulau pada umumnya 
adalah kurangnya pemahaman  pemerintah mengenai pengolahan sampah 
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akibat dari itu banyaknya masyarakat pulau yang terjangkit penyakit dan 
tingkat ekonomi yang menurun karena kondisi air yang tercemar bahkan yang 
paling berdampak bagi masyarakat pulau kodingareng yaitu rusaknya terumbu 
karang dan populasi ikan yang ada di sekitaran pulau Kodingareng. 
3. Bagaimana tata kelola persampahan dalam ketatanegaraan islam. Sampah 
telah menjadi persoalan yang serius di pulau kodingareng karna kurangnya  
kesadaran masyarakat itu sendiri serta  partisipasi lansung dari pemerintah dan 
kesadaran bahwa hidup sehat itu bagian dari iman dan harus berlandaskan 
sifat yang dimiliki Rasulullah SAW  
 
B. Implikasi Penelitian  
1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi atas pentingnya pengolahan sampah 
yang berkiblat pada  peraturan daerah yang berlaku agar masyarakat mengerti 
bahwa buang sampah di laut bukan solusi yang tepat untuk mengurangi 
volume sampah dan  pentingnya hidup sehat serta merawat lingkungan 
dengan baik Menuju Makassar Kota Dunia  . 
2. Pemerintah harus menyediakan alat  pembuatan pupuk kompos 
takakura,pemilahan sampah dan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat. 
3. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan atau peraturan daerah nomor 4 
tentang pengolahan sampah  khususnya yang ada di pulau kodingareng  yang 
tidak berjalan dengan apa yang diharapkan. 
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